





2.1 Penelitian Terdahulu 
Berikut dibawa ini terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan 
penelitian terkait Pengelolaan Anggaran Dana Desa yakni: (1) Yusriansyah Dede 
Sri Kartini dan Neneng Yani Yuningsih (2018) melakukan penelitian dengan judul 
“Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Definitif pada tahun 2018”. Penelitian 
dilakukan di Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai 
Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pengelolaan Dana Desa dan 
Alokasi Dana Desa di Desa Batu Timbau Ulu masih kurang baik dalam tahap 
perencanaan. Hal ini terbukti dari sejumlah kegiatan yang hampir 41,39% 
digunakan untuk belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sementara kegiatan 
fisik atau infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan 
hanya 58,61%. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Desa 
Batu Timbau Ulu mengalami kendala berupa: tidak cairnya anggaran Alokasi Dana 
Desa pada tahap IV, sehingga ada beberapa program kegiatan tidak dilaksanakan 
sesuai perencanaan. Sedangkan pemantauan, dan pelaporan serta 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan dengan baik.37 
(2) Dino Lorens Watimena, Intan P N Damanika, dan Rahiana Kaplale pada 
tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Dana Desa 
Dalam Pembangunan Pertanian Di Perdesaan Kota Ambon”. Penelitian ini 
dilakukan di Kota Ambon pada Desa Negri Negri Soya (Kecamatan Sirimau), Desa 
Wiheru (Kecamatan Baguhala), dan Desa Hutumuri, (Kecamatan Leitimur 
Selatan). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang di temukan adalah Dana Desa 
di Negri Soya meningkat hingga 214%, namun pemanfaatan Dana Desa untuk 
bidang pertanian masih sangat rendah dan cendrung menurun masing-masing Desa 
senilai 14,96%, 10,24%, dan 4,73% dari tahun 2015-2017. Sedangkan di Desa 
                                               
37 Kartini, Y, D, S., dan Yuningsi, N, Y. 2018. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Definitif 
Tahun 2018. Jurnal Aristo (Politik, Sosial, Humaniora): 9(1), 151-167. 
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Waihera dan Desa Hutumuri masing-masing senilai 0,70% dan 7,9% pada tahun 
2017.38 
(3) Murba pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Studi 
Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong, 
Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone”. Penelitian ini dilakukan di Desa 
Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian yang di temukan adalah implementasi pembangunan infrastruktur di 
Desa Erecinnong masih belum memenuhi harapan masyarakat (kurang optimal), 
karena beberapa program pembangunan infrastruktur (pembuatan jalan) tidak 
terlaksana, kemudian program penerangan (listrik) dan jaringan media sosial yang 
tidak terealisasi, disebabkan karena kurang di perhatikan oleh Pemerintah setempat. 
Selanjutnya faktor penghambat dalam implementasi pembangunan infrastruktur di 
Desa Erecinnong adalah: 1) Keterbatasan anggaran; 2) tidak terjalinnya komunikasi 
yang baik antara Pemerintah dan masyarakat; 3) Kurang kesadaran masyarakat 
terhadap pemeliharaan infrastruktur yang sudah di bangun; 4) Serta kurangnya 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa.39 
(4) Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution 
pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa 
Dalam Pembardayaan Masyarakat Desa”. Penelitian ini dilakukan di Desa Tetehosi, 
Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
yang ditemukan adalah pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah 
Desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan 
Pemerintah Desa lebih dominan dalam kegiatan perencanakan dan pelaksanakan 
Dana Desa secara sendiri. Pengelolaan Dana Desa dipertanggungjawabkan secara 
vertikal saja, tidak kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa tidak 
mempercayai Pemerintah Desa lagi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dialihkan 
ke pembangunan fisik, sehingga pemberdayaan akan masyarakat desa diabaikan 
                                               
38 Wattimena, D, L., Damaniaka, P, N., dan Kaplale, R. 2018. Analisis Penggunaan Dana Desa 
Dalam Pembangunan Pertanian Di Perdesaan Kota Ambon. AGRILA (Jurnal Agrobisnis 
Kepulauan): 6(1), 1-16. 
39 Murba. 2017. Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong, 
Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Skripsi. Universitas Islam Negri Alauddin: Makasar. 
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begitu saja. Fator penghambat dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan 
masyarakat adalah kurangnya SDM dan kurangnya partisipasi masyarakat desa, 
sedangkan fator pendukung dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan 
masyarakat adalah adanya kebijakan/peraturan, adanya sosialisasi dan adanya 
fasilitas.40 
(5) Adam Lutfi, Irwan, Muhammad Rusdin, Ahmad Mustanir, dan Muh 
Sutrisno pada tahun 2018 malakukan penelitian dengan judul “Partisipasi 
Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua, 
Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang”. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang 
ditemukan adalah partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panu dikategorikan 
baik dengan presentasi 78,65%. Indikator yang memiliki nilai tertinggi adalah 
partisipasi masyarakat yang mengikuti rapat Musrenbang. Pembangunan 
infrastruktur di Desa Timoreng Panua dikategorikan baik dengan presentase 
82,42%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah pembangunan jalan tani. 
Partisipasi masyarakat Desa Timoreng Panu terhadap pembangunan infrastruktur 
dikategorikan baik dengan presentase 80,25%.41 
Penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berjudul “Akuntabilitas 
Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Landungsari 
Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. Metode penelitian yang digunakan adalah 
matode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Landungsari Kecamatan 
Dau Kabupaten Malang tahun 2019. Indikator yang diteliti dalam penelitian ini 
adalah: a) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur 
di Desa Landungsari; b) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan 
Infrastruktur di Desa Landungsari; c) Pemantauan dan Pengawasan pengelolaan 




                                               
40 Hulu, Y., Harahap, R, H., dan Nasution, M, A. 2018. Pengelolaan Dana Desa Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: 10(1), 146-154. 
41 Lutfi, A., Irwan., Rusdin, M., Mustanir, A., dan Sutrisno, M. 2018. Partisimasi Masyarakat 
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panu, Kecamatan Panca Rijang, 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal MODERAT: 5(1), 1-15. 
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2.2 Karangka Teori 
2.2.1 Akuntabilitas 
1. Pengertian Akuntabilitas 
Darise (2006:25) dalam Rianto (2015:121) menjelaskan Akuntabilitas 
bahwa: 
“Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari kewajiban seseorang atau 
satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah 
ditetapkan.”42 
 
Waluyo (2009:195) dalam Astuti dan Fanidah (2013:5) menyatakan bahwa: 
“Akuntabilitas dapat memberikan kualitas serta kinerja dari instansi 
Pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorintasi 
kepada kepentingan publik. Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada 
individu-individu atau kelompok pejabat dalam tiap klasifikasi jabatan 
bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.43” 
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu hal yang 
wajib ada dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk melaporkan kegiatan yang 
sudah dilaksanakan atau yang sudah dikerjakan kepada pihak yang lebih tinggi 
maupun kepada seluruh masyarakat. 
 
2. Asas-asas Akuntabilitas 
Asas akuntabilitas publik yang wajib dilaksanakan organisasi sektor publik 
menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2000:37) adalah: 
“(a) Akuntabilitas Hukum dan Peraturan, merupakan akuntabilitas lembaga-
lembaga publik yang bekerja dengan menaati ketentuan hukum yang telah 
berlaku; (b) Akuntabilitas Manejerial, merupakan pertanggungjawaban 
lembaga-lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara 
efektif dan efisien; (c) Akuntabilitas Perogram, merupakan lembaga-
lembaga publik perlu mempertimbangkan alternatif dari perogram yang di 
laksanakan secara optimal dengan biaya yang minim namun meraih kualitas 
yang baik ; (d) Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pertanggungjawaban 
lembaga-lembaga publik atas kebijakan yang diambil (mempertimbangkan 
                                               
42 Riyanti, T. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di 
Kantor Desa Perangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Karta Negara. 
eJurnal Administrasi Negara: 3 (1), 119-130. 
43 Astuti, E., Fanida, E. H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan Dana Delanja Desa (APBD) (Studi Pada Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 




dampak di masa yang akan datang, untuk apa kebijakan yang diambil, siapa 
saja yang terpengaru atas kebijakan yang diambil).”44 
 
Menurut Hopwood Tomkins (1984) dalam Habibi dan Nugroho (2018:199) 
menjelaskan bahwa: 
“Dimensi akuntabilitas dibagi atas : (a) Akuntabilitas Hukum dan 
Kejujuran, merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga 
Pemerintahan dalam berperilaku jujur dan menaati peraturan atau hukum 
dalam menjalankan atau melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan; (b) 
Akuntabilitas Manajerial, merupakan pertanggungjawaban lembaga-
lembaga Pemerintahan dalam mengelolah organisasi herus secara efektif 
dan efisien; (c) Akuntabilitas Perogram, merupakan pertanggungjawaban 
lembaga-lembaga Pemerintahan dalam menjalankan program-program 
yang sudah dibuat hingga terlaksana sesuai target dan tujuan; (d) 
Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pertanggungjawaban lembaga-
lembaga pemerintahan atas kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan 
atau yang sudah diambil; (e) Akuntabilitas Finansial, merupakan 
pertanggungjawaban lembaga-lembaga Pemerintahan dalam mengelolah 
keuangan publik secara efektif dan efisien.”45 
 
Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam Marialsa (2017:25) menjelaskan 
bahwa: 
“Terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:  
(a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas Hukum berkaitan 
dengan dilaksanakannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
lainnya yang sudah disepakati bersama dalam menjalankan 
penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan Akuntabilitas Kejujuran 
berkaitan dengan penyalagunaan jabatan, praktik terhadap korupsi dan 
kolusi; (b) Akuntabilitas Manejerial atau sering disebut juga dengan 
akuntabilitas kinerja, berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk 
memengelolah organisasi penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif 
dan efisien; (c) Akuntabilitas Program, berkaitan dengan program-
program organisasi Pemerintahan hendaknya mendukung strategi dalam 
pencapaian visi-misi organisasi; (d) Akuntabilitas Kebijakan, berkaitan 
dengan lembaga-lembaga Pemerintahan wajib 
mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang telah ditetapkan 
dengan mempertimbangkan dapak dikemudian hari, serta untuk siap 
kebijakan itu dibuat; (e) Akuntabilitas Finansial, berkaitan dengan 
pertanggungjawaban lembaga-lembaga Pemerintahan dalam 
                                               
44 Mardiasmo. 2000. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value Of Money 
Audit Sebagai Antisipasi Tuntutan Akuntabilitas Publik. JAAI: 4(1), 35-49. 
45 Habibi, F., dan Nugroho, A. 2018. Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Mencegah 
Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Pandeglan. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA): 15(2), 197-211. 
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mengelolah atau menggunakan keuangan publik secara ekonomis, 
efektif dan efisien.”46 
 
3. Aspek-Aspek Akuntabilitas 
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2015:8) menjelaskan 
ada beberapa aspake dalam akuntabilitas: 
“(a) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, merupakan hubungan antara 
dua pihak antara individi/kelompok/instansi dengan negara dan masyarakat. 
Pemberih kewenangan bertanggungjawab memberi arahan, bimbingan dan 
mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya; (b) 
Akuntabilitas berorintasi pada hasil, merupakan perikalu Pemerintah yang 
bertanggungjawab, adil dan inivatif. Dalam hal ini setiap 
individu/kelompok/instansi dituntut untuk menjalankan tugas dan 
kewajibannya, serta bertindak dan berupaya  untuk memberikan kontribusi 
dalam mencapai hasil yang masimal; (c) Akuntabilitas membutuhkan 
adanya laporan, merupakan perwujudan darai akuntabilitas. Dengan 
memberikan laporan kinerja berarti mampuh menjelaskan tenteang 
tindaakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/instansi, 
serta mampuh memberikan bukti dari hasil dan peroses yang telah 
dikerjakan; (d) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, merupakan 
kewajiban menunjukan tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan 
konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan dan sanksi; (e) 
Akuntabilitas memberikan kinerja, tujuan dari akuntabilitas merupakan 
memperbaiki kinerja terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan 
akuntabilitas yang proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah 
hubungan dan peroses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, penempatan SD yang tepat, dan evaluasi terhadap kinerja.”47 
 
4. Kebujakan Akuntabilitas 
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
menyebutkan bahwa: 
“Keuangan Desa dikelolah berdasarkan asas transparansi, akuntebel, 
partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.”48 
 
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa, menyebutkan tentang asas pengelolaan keuangan Desa bahwa: 
“(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntebel, 
partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; (2) 
                                               
46 Marialsa, A, I. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Laporan 
Keuangan (Studi Pada Inspektorat Dan BPKAD Kota Bandung). Skripsi: Universitas 
Pasundan: Bandung. 
47 Lembaga Administrasi Negara. 2015. AKUNTABILITAS (Modul Pendidikan Dan Pelatihan 
Prajabatan Golongan III). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 71 Hal. 
48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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Pengelolaan Keuangan Desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yaitu 
mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.”49 
 
5. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas 
Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, diharapkan untuk memperhatikan 
prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut LAN dan BPKP (2000:43) dalam Marialsa 
(2017:17) bahwa: 
“(a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan staff instansi terkait 
mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkualitas, sehingga turciptanya 
pemerintahan yang akuntebel; (b) Harus menjamin penggunaan sumber 
daya secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan; (c) 
Harus mencapai tingkat sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; (d) Harus 
berorintasi pada pencapaian visi-misi, serta berperilaku jujur, transparansi, 
dan inovatif.”50  
 
6. Tujuan Akuntabilitas 
Instruksi Presiden Republik Indonesi Nomor 7 Tahun 1999 Tentang 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, menyebutkan bahwa: 
“Tujuan akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah untuk mendorong 
terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik dan terpercaya, 
adalah sebagai berukut: (1) menjadikan instansi pemerintahan yang 
akuntebel sehingga dapat berorintasi secara efektif dan efisien dan responsip 
terhadap masyarakat dan lingkungannya; (2) Terwujudnya transparansi 
pemerintahan; (3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan nasional; (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah.”51 
 
Menurut Herbert, Killough, dan Stretss (1998) dalam Albugis (2016:81) 
menjelaskan bahwa: 
“Manajemen suatu organisasi harus accountable, untuk: (a) Menentukan 
tujuan yang tetap; (b) Menggambarkan standar yang tetap untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan atau disepakati; (c) Secara efektif memperomosikan 
menerapkan pemakaian standart; (d) Menggambarkan standar organisasi 
dan operasi secara ekonomis dan efisien.”52 
 
                                               
49 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
50 Marialsa, A, I. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Laporan 
Keuangan (Studi Pada Inspektorat Dan BPKAD Kota Bandung). Skripsi: Universitas 
Pasundan: Bandung. 
51 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi 
Kinerja Pemerintahan. 
52 Albugis, F, F. 2016. Penerapan Sistem Akuntabilitas Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan 
Transparasi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 
Jurnal EMBA: 4(3), 078-089. 
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7. Manfaat Akuntabilitas 
Menurut Sedarmayanti (2012:182) dalam Mahlel (2017:36) menjelaskan 
manfaat akuntabilitas adalah: 
“(a) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 
organisasi; (b) Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness 
organisasi; (c) Mendorong partisipasi masyarakat; (d) Menjadikan 
organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan 
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (e) Mendorong 
pengembangan siste penilayan yang wajar melalui pengembangan 
pengukuran kinerja; (f) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan 
kondusif serta peningkatan disiplin; (g) Mendorong peningkatan kualitas 
terhadap masyarakat.”53 
 
8. Pelaksanaan Akuntabilitas 
Menurut Pidarta (1988) dalam Marialsa (2017:25) menjelaskan tentang 
pelaksanaan kebijakan bahwa: 
“Pelaksanaan akuntabilitas diterapkan pada sejumlah personil, yaitu: (a) 
Manejer, administrator, ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai 
manejer; (b) Ketua perencana, atau yang dianggap paling bertanggungjawab 
atas keberhasilan perencanaan; (c) Para anggora perencana dituntut 
memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep 
perencanaan dan pengendalian implementasi dilapangan; (d) Para pemberi 
data harus memiliki kualitas yang baik mengingat tugasnya memberikan 
dan menginformasikan data yang akurat.”54 
 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dimensi akuntabilitas hukum 
untuk membahas dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan 
infrasturktur Desa Landungsari. 
 
2.2.2 Desa 
1. Pengertian Desa 
Dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: 
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutany disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
                                               
53 Mahlel. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Kompensasi Kariawan Berbasis Bagi Hasil. 
Thesis (S2). Universitas Islam Negri Sumatra Utara: Medan. 
54 Marialsa, A, I. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Laporan 




pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”55 
 
Muhammad (1995) dalam Sumpeno (2011:4) menyebutkan tentang Desa 
bahwa: 
“Desa merupakan suatu subsistem dari keseluruhan yang lebih luas yang 
dinamakan negara. Desa sebagai satu sistem yang memiliki komponen baik 
fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. Komponen-komponen Desa adalah 
sebagai berikut: (a) Sumber daya pertanian dab lingkungan hidup, perdesaan 
memiliki sumber daya pertanian dal lingkiungan hidup sebagai penyangga 
kehidupan dan perekonomian masyarakat; (b) Perekonomian yilayah 
peresaan, kegiatan ekonomi perdesaan menyangkut kebutuhan pasar diluar 
daerah berupa komoditi primer dan sekunder; (c) Kelembagaan sosial, 
kegiatan perekonomian sosial ditandai dengan eratnya hubungan petani, 
pedagang, peternak, penyebaran inovasi, pengelolaan sarana produksi 
petani lokal dan transportasi; (d) Sumber daya manusia, kualitas 
sumberdaya manusia diwilayah perdesaan menjadi subjek atau pelaku 
utama yang menggerakan roda perekonomian dan perubahan dalam jangka 
panjang; (e) Sarana dan prasarana fisik,, disamping aktifitas sosial dan 
kelembagaan, desa ditunjang pula dengan ketersediaan sarana dan prasarana 
fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian 
masyarakat serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara 
hubungan suatu desa dan desa lainnya.”56 
 
Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang 
dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan yang 
diakui dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan butuhan masyarakat secara 
mandiri. 
Berianto (1989) dalam Utomo (2010:10) menjelaskan unsur-unsur 
pokokdalam Desa bahwa: 
“Desa memiliki beberapa unsur pokok, yaitu: (a) Wilayah (Geographical 
Setting), unsur wilayah meliputi: lokasi, keadaan tanah, keadaan iklim, dan 
keadaan bentang alam; (b) Penduduk (Human Effort), unsur penduduk 
meliputi: komposisi penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat kepadatan 
penduduk; (c) Tata Kehidupan Masyarakat atau Prilaku, unsur tata 
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kehidupan masyarakat atau prilaku: organisasi masyarakat, adat istiadat, 
dan swadaya masyarakat.”57 
 
2. Pemerintahan Desa 
Dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa: 
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik indonesia.”58 
 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
menyebutkan bahwa: 
“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa.”59 
 
Suharto (2016:70) menyebutkan tenntang tata pemerintahan desa di 
Indonesia adalah : 
“Tata pemerintahan desa diseluruh wilayah Indonesia mengenal dua macam 
bentuk, yaitu pimpinan pemerintahan diletakan ditangan seorang kepala, 
atau pimpinan pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan. Akan tetapi, 
bentuk seperti ini mengalami perkembangan prinsipiel selama penjajahan 
Belanda. Pada umumnya pemerintahan desa di indonesia bentuknya 
dizaman dahulu meneurut hukum adat adalah kolegial. Jika lingkungan 
warga desa berkuasa besar (seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah) 
dilakukan oleh kepala desa dan juru tulis desa. Namun hal-hal yang penting 
selalu diputuskan oleh rapat desa. Rapat desa merupakan sebuah majelis 
yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan 
penduduk yang berhak hadir dan memberi suara. Golongan penduduk 
tersebut terdiri dari: (a) Kepala desa (golongan pertaman); porokaki, tuo-tuo 
desa, poro pinituo, anggota dewan marokaki (golongan kedua); (b) 
Paronta/pamong desa (golongan ketiga); (c) Warga desa dalam tiga 
tingkatannya (golongan keempat); (d) Bekas kepala desa (golongan kelima); 
(e) Orang-orang penting, seperti kiai dan guru agama (golongan keenam).”60 
 
                                               
57 Utomo, S, B. 2010. Hubungan Tingkat Interaksi Penduduk Ke Area Fungsi Pusat Kegiatan Desa 
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3. Keuangan Desa 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebukan bahwa: 
“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hakn dan kewajiban 
menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan 
Desa.”61 
 
Praturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, menyebutkan bahwa: 
“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntebel, dan 
pastisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan 
keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 
tanggal 1 Januari sampai 31 Desember”62 
Puji dan Widyaiswara (2015) menjelaskan tentang pengelolaan keuangan 
desa bahwa: 
“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruan kegiatan meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh 
APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Penyelenggaraan 
kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDes (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa), juga didanai oleh APBN (Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah). Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh 
pemerintah didanain dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). 
Dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dialokasikan pada 
bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja 
perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang 
ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai dari APBD (Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah). Seluruh pendapatan desa diterima dan 
disalurkan melalui rekening khas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam 
APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).”63 
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Tahap pengelolaan keuangan Desa menurut Badan pendidikan dan 
Pelatihan Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2015:33) menyebutkan 
bahwa: 
“Tahapan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut: 
a. Perencanaan. Pemerintah desa memiliki hak untuk merencanakan 
pembangunan desa dengan mengacu pada pembangunan kota/kabupaten, 
perencanaan juga menjamin konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran dan pengawasan. Dalam perencanaan pengelolaan Dana 
Desa harus direncanakan sebaik-baiknya, sebab menyamngkut hukum 
yang ada.  
b. Pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran desa sudah dilaksanakan ketika 
adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk desa dalam eangka 
hak dan kewajiban pemerintah desa untuk dimasukkan dalam rekening 
desa. Oleh karena itu ketika desa tidak memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya, maka pemerintah desa wajib didukung dengan bukti 
transaksi yang sah. 
c. Penatausahaan. Dalam penatausahaan desa, pemerintah desa harus 
memiliki bendahara untuk mengatur keuangan desa sebelum dimulainya 
tahun anggaran dan atas persetujuan kepala desa. Bendahara desa 
bertugas menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan 
membayar serta mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka 
pelaksanaan APB Desa. Selain itu bendahara desa wajib melaporkan 
pertanggungjawabkan paling lambat 10 bulan setelah pelantikannya. 
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pelaporan keuangan merupakan 
suatu hal yang wajib disampaikan kepada tingkatan yang lebih atas untuk 
mengetahui transparansi anggaran pelaksanaan kegiatan yang 
menggunakan anggaran desa serta untuk memberikan 
pertanggungjawaban terhadap pengelola anggaran desa.”64 
 
Berikut gambar tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Badan 
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Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Sumber: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Keuangan 
Republik Indonesia (2015) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebukan bahwa: 
“ Keuangan Desa bersumber dari: 
1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota; 
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.”65 
Keuangan Desa yang akan diteliti dalam penelitian ini anggaran Dana Desa 
yang bersumber dari APBN (Anggaran Pandapatan dan Belanja Negara). 
Pengaturan mengenai Dana Desa secara umum juga terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan lebih lanjut secara 
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khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 
menyebutkan bahwa: 
“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat.”66 
Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan 
kebutuhan dan prioritas desanya. Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk 
menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana 
desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari APBN, untuk 
mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah memberikan kewenangan 
kepada desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan 
kebutuhan untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut harus sesuai 
dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. 
Lebih lanjut dijelaskan, pada Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menyebutkan bahwa dana Desa 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa yang diperoleh Desa 
yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
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diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini berarti 
dana Desa lebih ditujukan untuk pembangunan. Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa 
penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). 
4. Pembangunan Desa 
Siagian (1994) dalam Afandi (2013:128) menyatakan bahwa pembangunan 
adalah: 
“Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaiyan kegiatan untuk 
mewujudkan perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan secara terencana 
dan ssadar yang ditempuh oleh suatu negara, bangsa, dan pemerintah, 
menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding).”67 
 
Todaro (1977) dalam Afandi (2013:128) menyatakan bahwa pembangunan 
adalah: 
“Pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut 
prubahan-prubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial 
ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan 
kemiskinan absolut.”68 
 
Tjokrowinoto (1999) dalam Afandi (20113:128) menyatakan bahwa 
pembangunan adalah: 
“Pembangunan masyarakat desa dapat diakukan dengan 3 asas, diantaranya: 
(a) asas pembangunan integral, merupakan pembangunan masyarakat desa 
yang seimbang dari semua bidang kehidupan; (b) Asas kekuatan sendiri, 
merupakan pembangunan masyarakat desa harus diinisiasi dan dilakukan 
oleh masyarakat desa itu sendiri; (c) Asas pemufakatan bersama, merupakan 
pembangunan masyarakat desa harus berdasarkan kebutuhan masyarakat 
desa itu sendiri dan keputusan untuk melaksanakan peroyek pembangunan 
bukan atas prioritas atasan melainkan diputuskan bersama masyarakat 
desa.”69 
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Pasa 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan 
bahwa: 
(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa dalam kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasaran Desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 
dan tahap pemantauan dan pengawasan. 
(3) Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaiyan dan keadilan sosial. 
 
Suwignyo (1985) dalam Husein (2017:41) menjelaskan bahwa 
Pembengunan desa merupakan: 
“Pembengunan desa merupakan pembangunan masunsia seutuhnya dan 
seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan desa bersifat multisektoral 
menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, pembangunan desa tidak 
berdiri sendiri akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan pembangunan 
nasional di daerah. Sifat multisektoral yang melekat pada pembangunan 
desa mengharuskan bahwa pembangunan desa dilakukan secara terintegrasi 
serta terpadu (terpadu dalam perencanaan, serta pelaksanaan) sehingga 
optimasi dari pembangunan dapat tercapai, berdaya guna, dan berhasil. 
Terdapat 3 sifat dalam pembangunan desa, yaitu: (a) Sebagai metode 
pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa melalui 
pembangunan perdesaan, karena sebagian besar masyarakat yang tinggal 
dan berusaha mensejahterakan dirinya sendiri dilingkungan desa. 
Masyarakat merupakan subjek dari sebuah pembangunan; (b) Sebagai 
program, menyangkut berbagai segi terakumulasi dalam bentuk program-
program yang dilaksanakan di desa dan memerlukan keikutsertaan dari 
masyarakat desa; (c) Sebagai gerakan, pembangunan dilaksanakan secara 
menyeluru di perdesaan, maka dibutuhkan kemampuan untuk menggerakan 
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.”70 
 
Nyoman (1991) dalam Husain (2017:42) menjelaskan prinsip-prinsip pokok 
pembangunan desa, adalah sebagai berikut: 
“(a) Pembangunan desa dilakukan secara terpadu dengan mengembangkan 
swadaya gotong-royong; (b) Pembangunan desa dipandang sebagai proses, 
bentuk, sebagai program dan sebagai gerakan; (c) Sasaran utama dalam 
pembangunan desa adalah mempercepat pertumbuhan desa adar menjadi 
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desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan 
pembangunan untuk menempatkan ketahanan nasional.”71 
 
2.2.3 Pembangunan Infrastruktur 
Simanjuntak (2016) dalam Husain (2017:23) menjelaskan bahwa 
Pembangunan infrastruktur merupakan: 
“Pembangunan infrastruktur merupakan satu cara untuk mempercepat 
pertumbungan pembangunan strategis, yang dapat menjadikan kawasan 
tersebut mudah untuk menopang pembangunan wilayah. Pedekatan wilayah 
sebagai pendekatan pembanhunan infrastruktur berdasarkan pada prinsip 
sebagai berikut: (1) Compettitiveness not only job creation, merupakan 
pendorong pertumbuhan wilayah kompetitif baik lingkungan nasional 
maupun global, dengan mengacu pada peningkatan produksi kawasan dan 
peningkatan nilai tambah hasil produksi; (2) Cluster base, merupakan 
pemfokusan pembangunan pada lokasi-lokasi tertentu guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menarik perkembangan kawasan 
sekitarnya; (3) Build on existing and potential strength not only reducing 
weakness, merupakan pembangunan yang berbasis pemanfaatan kekayaan 
alam; (4) Membangun overall strategy, merupakan pembangunan secara 
menyeluruh yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan; (5) 
Prioritas, merupakan memberikan prioritas pembangunan guna 
terbentuknya efektif dan efisien pembangunan; (6) Data driven-fact base, 
merupakan perencanaan, memperogram, dan perencanaan berdasarkan data 
dan fakta yang akurat; (7) Konsiten, merupakan pembangunan dilakukan 
secara konsisten sesuai dengan perencanaan awal; (8) Visi, strategy, plant, 
implementation, merupakan pembangunan yang dilakukan harus 
berkesinambungan, terstruktur dan sistematis; (9) Entrepreunership, 
merupakan menciptakan peluang wirausaha guna mendorong tumbuhnya 
inovasi dan kreativitas.”72 
 
Monica (2013) dalam Husain (2017:25) menjelaskan tentang Infrastruktur 
bahwa: 
“Infrastruktur menjadi bagian penting dalam peningkata produksifitas 
wilayah yang dilihat pada karakteristik geografis, sumber daya alam dan 
berorintasi pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan 
prasaran publik utama yang penting dan sebagai penentu kelancaran serta 
akselerasi pembangunan dalam suatu negara untuk menunjang selueuh 
kegiatan perekonomian, yaitu menunjang faktor  produksi, mobilitas barang 
dan jasa, dan tentunya memperlancar perdagangan antar daerah, investasi 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur sangat 
dibutuhkan dan harus dikerjakan oleh suatu negara atau wilayah. 
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Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan 
oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan 
air, tenaga listrik, penyediaan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan 
lainnya untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. Infrastruktur 
merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem 
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur juga dapat 
didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, 
peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan 
untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.”73 
 
The Word Bank (1994) dalam Prasetyo dkk (2009:225) menjelaskan tentang 
Infrastruktur bahwa: 
“Infrastruktur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) Infrastruktur ekonomi, 
merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas 
ekonomi yang meliputi: publik utilities (tenaga, telekomunikasi, air, 
senitasi, gas), publik work (jalan, bendungan, kenal, irigasi, dan drainase), 
sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan 
sebagainya); (2) Infrastruktur sosial, meliputi: pendidikan, kesehatan, 
perumahan, dan rekreasi; (3) Infrastruktur administrasi, meliputi: 
penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.”74 
 
Basri dan Munandar (2009) dalam Husain (2017:64) menjelaskan tentang 
Infrastruktur bahwa: 
“Infrastruktur dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: (1) Infrastruktur keras 
fisik (Physical Hard Infrstructure) yang meliputi: jalan raya/tol, kereta api, 
bandara, dermaga, jembatan, dan pelabuhan, bendungan atau waduk, serta 
saluran irigasi; (2) Infrastruktur keras non fisik (Non Physical Hard 
Infrastructure) yang berkaitan dengan fungsi fasilitas umum, seperti 
ketersediaan air bersi, instalasi pengelolaan air, dan jaringan pipa 
penyaluran, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi (telpon, internet), 
biodesel dan gas; (3) Infrastruktur Lunak (Soft Infrastructure) atau yang 
disebut dengan karangka konstitusional atau kelembagaan, yang meliputi 
nilai (termasuk etos kerja), norma (kususnya yang dikembangkan menjadi 
hukum, dan peraturan perundang-undangan), serta ketersediaan pelayanan 
umum yang disediakan oleh berbagai pihak.”75 
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Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 
Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, menyebutkan bahwa: 
“Jenis Infrastruktur Mencakup: 
a. infrastruktur transportasi; 
b. infrastruktur jalan; 
c. infarastruktur pengairan; 
d. infrastruktur air minum; 
e. infrastruktur air limbah; 
f. sarana persampahan; 
g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;  
h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan 
i. infrastruktur minyak dan gas bumi.”76 
 
Pembangunan infarastruktur Desa Landungsari yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur jalan yang dibiayai oleh anggaran 
Dana Desa tahun 2019. 
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